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BAB V 
PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Kedudukan hukum adat sebagai living law yang dipositivisasikan ke 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional 

pada dasarnya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari hukum pidana 

nasional. Living law merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan 

dipatuhi dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat 

dilepaskan dari nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui Pasal 2 

KUHP Nasional, hukum yang hidup dalam masyarakat diberikan ruang untuk 

diakui dan menjadi dasar dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Namun, 

keberlakuannya tidak bersifat bebas, karena tetap harus memperhatikan 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip 

hukum umum yang diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat 

sebagai living law tidak secara otomatis menjadi hukum pidana yang dapat 

diterapkan, tetapi harus melalui mekanisme dan batasan hukum yang telah 

ditentukan agar tetap memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan 

dengan sistem hukum nasional. 

5.1.2. Positivisasi living law dalam Pasal 2 KUHP Nasional ditinjau dari 

Stufenbau Theory Hans Kelsen menunjukkan bahwa keberadaan suatu norma 

hukum tidak hanya didasarkan pada kenyataan bahwa norma tersebut hidup 

dan dipatuhi masyarakat, tetapi juga memerlukan pengakuan melalui norma 

hukum yang lebih tinggi dan mekanisme pembentukan hukum yang sah. 

Dalam perspektif Stufenbau Theory, hukum adat yang berasal dari masyarakat 

berada pada tingkat norma yang lebih rendah dan memperoleh validitas 
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ketika diakui serta diberikan dasar oleh norma hukum yang lebih tinggi. Pasal 

2 UU No. 1 Tahun 2023 menjadi salah satu bentuk pengakuan negara terhadap 

keberadaan living law dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, 

positivisasi living law menunjukkan adanya proses memasukkan nilai dan 

norma yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum positif dengan 

tetap memperhatikan hierarki norma, validitas hukum, kepastian hukum, dan 

batasan yang ditentukan oleh sistem hukum nasional. 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan pemerintah, 

perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pengakuan 

dan penerapan living law sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Mekanisme tersebut 

perlu memperjelas bagaimana hukum adat yang hidup dalam masyarakat 

dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditetapkan sehingga dapat diterapkan 

dalam hukum pidana tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal 

ini, pemerintah daerah dapat berperan dalam melakukan inventarisasi dan 

pengaturan terhadap hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh 

masyarakat melalui instrumen hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dengan adanya mekanisme yang lebih jelas, 

pengakuan terhadap living law dapat berjalan secara terarah dan tetap berada 

dalam sistem hukum nasional. 

5.2.2. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat, penerapan 

living law perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan hierarki norma 

hukum dan batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 KUHP Nasional. 

Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan keberadaan hukum yang 

hidup dalam masyarakat secara hati-hati dan tidak menerapkannya secara 

langsung tanpa memperhatikan dasar hukum, nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum umum yang berlaku. Di 

sisi lain, masyarakat hukum adat perlu terus melakukan pendokumentasian 

dan pemeliharaan terhadap hukum adat yang masih hidup sehingga 
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keberadaannya dapat diketahui dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

proses pengakuan hukum dalam sistem hukum nasional. 
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